
PERATURAN I UPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 21 TAHUN 2025 

ENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PE TURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 

ENTANG PENJABARAN ANGGA N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

NGGARAN 2025 

TUHAN YANG MAHA ESA 

enimbang : a. bahwa dengan t lah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2025 entang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahu 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan 

Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan da Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana te h diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 28 Ta un 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan da Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 

perlu diubah; 

ib. bahwa berdasa kan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ked a Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 

2024 tentang P njabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun nggaran 2025; 

engingat : l. 

2. 

Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahu 1945; 

Undang-Undan · Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pe bangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indone ia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Da rah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 No or 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indones a Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali te akhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 te tang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Unda g-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja me jadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indone ia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negar Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

Undang-Undang omor 78 Tahun 2024 tentang KabupatenKlungkung di P ovinsi Bali (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan LembaranNegara Republik ndonesia Nomor 7015);Peraturan Peme intah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keu�gan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahu 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6322);Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Re ublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedom Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indone ia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daer , Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daera (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 omor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klun kung Nomor 5); 10. Peraturan Daer Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana

1L 

Pembangunan Jangka Panjang Semesta BerencanaKabupaten Klun· kung Tahun 2025-2045 (Lembaran DaerahKabupaten Klu gkung Tahun 2024 Nomor 7, TambahanLembaran Daer Kabupaten Klungkung Nomor 7);Peraturan Daer Nomor 3 Tahun 2025 tentang RencanaPembangunan I angka Menengah Semesta BerencanaKabupaten Klunfkung Tahun 2025-2029 (Lembaran DaerahKabupaten Klu gkung Tahun 2025 Nomor 3, TambahanLembaran Daer h Kabupaten Klungkung Nomor 3);



12. Peraturan Daera Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan 
atas Peraturan aerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendap tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Lembaran aerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 
Nomor 8, Ta bahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomof 8); 

ME1UTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPA1I KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERA URAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 
TENTANG PENJAB RAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH AHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal I 

Beberapa ketentu dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
Q024 tentang Penj baran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun A aran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 024 Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan dengan P raturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025
tentang Perubah Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2024 tentang Penj baran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun A ggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 025 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 

i. Ketentuan Pasal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 

Anggaran patan Daerah tahun anggaran 2025
direncanakan se esar Rpl.543.744.389.319,00 (satu triliun
lima ratus empa puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh
em pat juta tiga r tus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
sembilan belas r piah), yang bersumber dari: 
a. pendapatan a Ii daerah; 
b. pendapatan t ansfer; dan 
c. lain-lain pend patan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 

(1) Anggaran I endapatan Asli Daerah sebagaimana
dimaksud d lam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp601.963. 12.018,00 (enam ratus satu miliar sembilan
ratus enam uluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu
delapan bel s rupiah), yang terdiri atas: 
a. pajak dae ah; 
b. retribusi faerah; 
c. hasil pen elolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

dan 
d. lain-lain endapatan asli daerah yang sah.



(2) Pajak Daerah ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanak sebesar Rp207.655.626.474,00 (dua
ratus tujuh mi�yar enam ratus lima puluh lima juta enam
ratus dua pu luh enam ribu em pat ratus tujuh puluh
empat rupiah)

(3) Retribusi Dae ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dire canakan sebesar Rp323.450.857 .24 7,00
(tiga ratus du puluh tiga miliar empat ratus lima puluh
juta delapan r tus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat
puluh tujuh piah).

(4) Hasil Pengelo aan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c
direncanakan sebesar Rp9.808.569.393,00 (sembilan
milyar delapa ratus delapan juta lima ratus enam puluh
sembilan ribu iga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain Pend patan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pa a ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp61.048.758 904,00 (enam puluh satu miliar empat
puluh delapa juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
sembilan ratu em pat rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 

( 1) Anggaran Pe dapatan Transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pas 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp941.780.2 2.035,00 (sembilan ratus empat puluh
satu miliar t juh ratus delapan puluh juta dua ratus
empat pulu dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang 
terdiri atas: 

a. Pendapat n Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapat Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan ransfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud p da ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp807.293.8 6.000,00 (delapan ratus tujuh miliar dua
ratus sembil puluh tiga juta delapan ratus sembilan
puluh enam ibu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud p da ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl34.486.3 6.035,00 (seratus tiga puluh empat miliar
em pat ratus elapan puluh enam juta tiga ratus empat
puluh enam ibu tiga puluh lima rupiah).



4. Ketentuan Pasal 6 iubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 

(1) Anggaran L ·n-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanak sebesar Rp335.266,00 (tiga ratus tiga
puluh lima r bu dua ratus enam puluh enam rupiah),
yang terdiri as;
a. pendapat n hibah; dan
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Pendapatan ibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dire canakan sebesar Rp335.266,00 (tiga ratus
tiga puluh enam puluh enam 
rupiah). 

(3) Lain-lain sesua1 dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud p da ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.0,00 (nol piah). 

Pasal 7 

Anggaran Bel ja Daerah Tahun Anggaran 2025 
direncanakan se esar Rpl.615.605.265.954,48 (satu triliun 
enam ratus lima elas miliar enam ratus lima juta dua ratus 
enam puluh lim ribu sembilan ratus lima puluh empat 
rupiah empat pul h delapan sen), yang terdiri atas: 
a. belanja operas·;
b. belanja modal;
c. belanja tidak t rduga; dan
d. belanja trans£

6. Ketentuan ayat 1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8
diubah sehingga asal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 

(1) Anggaran Bel ja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 h uruf a direncanakan se besar
Rpl.302.913 833.629,37 (satu triliun tiga ratus dua
miliar sembil n ratus tiga belas juta delapan ratus tiga
puluh tiga r

�
· u enam ratus dua puluh sembilan rupiah

tiga puluh tu uh sen), yang terdiri atas: 
a. belanja p gawai;
b. belanja b ang dan jasa;
c. belanja btlnga;
d. belanja hi ah; dan
e. belanja b ntuan sosial.



(2) Belanja pega ai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dire canakan sebesar Rp776.342.403.133,00
(tujuh ratus t juh puluh enam miliar tiga ratus empat
puluh dua jut empat ratus tiga ribu seratus tiga puluh
tiga rupiah).

(3) Belanja baratl! dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp424.030.14 .500,37 (empat ratus dua puluh empat
miliar tiga pul h juta seratus em pat puluh dua ribu lima
ratus rupiah t ga puluh tujuh sen).

(4) Belanja bung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diren anakan sebesar Rp3.319.597.400,00 (tiga
milyar tiga rat s sembilan belas juta lima ratus sembilan
puluh tujuh r· u empat ratus rupiah).

(4) Belanja hiba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dire canakan sebesar Rp96.058.690.596,00

h enam milyar lima puluh delapan juta
enam ratus s mbilan puluh ribu lima ratus sembilan
puluh enam piah).

(5) Belanja bantujn sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e d1rencanakan sebesar Rp3.163.000.000,00
(tiga milyar se atus enam puluh tiga juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat
(7) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
( 1) Anggaran bela ja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp141.227.291.242,ll (seratus empat puluh satu milyar
dua ratus dua uluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh
satu ribu dua r tus empat puluh dua rupiah sebelas sen),
yang terdiri at s: 
a. belanja m dal tanah; 
b. belanja m I dal peralatan dan mesin; 
c. belanja m dal gedung dan bangunan; 
d. belanja m dal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja m dal aset tetap lainnya; dan
f. belanja m dal aset lainnya. 

(2) Belanja Modal anah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direnc nakan sebesar Rp121.992.780,00 (seratus
dua puluh sat juta sembilan ratus sembilan puluh dua
ribu tujuh rat s delapan puluh rupiah).



(3) 

(l4) 
I 

(:5) 

,6)

(7) 
I 

Belanja Moda Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pad] ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.485. 990. 95, 11 (tiga puluh lima miliar em pat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan uluh lima rupiah sebelas sen). Belanja Mod� Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud padf ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.515.633. 69,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima belas jut enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh se bilan rupiah). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.006.562. 30,00 (lima puluh tujuh miliar enam juta lima ratus en puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Belanja Modal set Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.932.112.2 8,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua jut seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Belanja Modal set Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 uluh lima juta rupiah). 
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: Pasal 10 Anggaran belanj tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rpl0.000.000.00 ,00 (sepuluh milyar rupiah). 
9I. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

( 1) 

(2) 

Pasal 11 Anggaran transfer sebagaimana dimaksud dalam Pas huruf d direncanakan se besar Rp161.464. 41.083,00 (seratus enam puluh satu milyar empat ratu enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ibu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja b gi hasil; danb. belanja b!rntuan keuangan.Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a di encanakan sebesar Rp36.547.889.083,00(tiga puluh nam milyar lima ratus empat puluh tujuhjuta delapa ratus delapan puluh sembilan ribu delapanpuluh tiga r piah).



(3) Belanja b uan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp124.916.2 2.000,00 (seratus dua puluh empat
milyar semb· an ratus enam belas juta dua ratus limapuluh dua ri u rupiah). 

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
(1) Anggaran p nerimaan pembiayaan sebagaimanadimaksud dal Pasal 12 huruf a direncanakan sebesarRp82.224.983 223,48 (delapan puluh dua milyar dua

ratus dua p luh empat juta sembilan ratus delapan
puluh tiga rib dua ratus dua puluh tiga rupiah empatpuluh delap n sen), yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan a ggaran tahun anggaran sebelumnya;

(2) Sisa lebih erhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanak�n sebesar Rp82.223.983.223,48 (delapan
puluh dua milfar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan
ratus delapan\ puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga
rupiah empat I uluh delapan sen). 

(3) Penerimaan kembali pemberian p1nJaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan ebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) 
anggaran bel
defisit sebes
milyar delapa
tujuh puluh e

Pasal 15
anggaran pendapatan daerah dengan

nja daerah mengakibatkan terjadinya
Rp7 l.860.876.635,48 (tujuh puluh satu

ratus enam puluh juta delapan ratus
am ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah

empat puluh elapan sen).
(2) Pembiayaan eto yang merupakan selisih penenmaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp71.860.876.635,48 (tujuh
puluh satu ilyar delapan ratus enam puluh juta
delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga
puluh lima ru iah em pat puluh delapan sen).

12. Ketentuan I diubah sehingga menjadi
sebagaimana terc ntum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpi ahkan dari Peraturan Bupati ini.



lB. Ketentuan L piran II diubah sehingga menjadi 

sebagaimana terc ntum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terp · sahkan dari Peraturan Bupati ini. 

14. Ketentuan Lam iran III diubah sehingga menjadi 

sebagaimana t rcantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagia, tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

lill. 

15. Ketentuan Lam1 iran IV diubah sehingga menjadi 

sebagaimana t cantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagia tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

lnl. 

16. Ketentuan Lam iran V diubah sehingga menjadi

sebagaimana terc ntum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpi ahkan dari Peraturan Bupati ini.

1 f · Ketentuan iran VI diubah sehingga menjadi 

sebagaimana te cantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagi tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

pengundangan Pera uran Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daera Kabupaten Klungkung. 
I 

11 September 2025 

NGKUNG, 

B RITA DAERAH KABUPATEN KLU GKUNG TAHUN 2025 NOMOR 23 

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan 


